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KATA PENGANTAR 
 

 

 Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM 

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk kurun 

waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang 

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.  

  Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten 

Toraja Utara Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan pada Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dan 

berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UKM tahun 2021-2026.  

  Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam RENJA tahun 2024 terkait 

dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan 

pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan 

pilihan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024.  

  Tersusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 

2024 ini, disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan 

bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang 

jelas dari program dan kegiatan Dinas sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab 

dalam bidang Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. 

  

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas, 
 
 
 
 
AMOS HARMA PATTOLA, SP, MM 
NIP. 19661223 199803 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis 

lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran.  

 Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memperhatikan hasil kinerja 

yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan 

dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, 

serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak terkait. 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan 

yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Selain itu Renja Dinas juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan 

dilaksanakan dinas pada tahun 2024. 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah 

 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja6 Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah 

dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana 

yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran 

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 
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1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan : 

1. Persiapan Penyusunan 

 (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan 

tim penyusun Renja Perangkat Daerah 

 (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah 

 (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan  

 (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 

berdasarkan SIPD. 

2. Penyusunan Rancangan Awal 

 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada 

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:  

 (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan  

 (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. 

3. Penyusunan Rancangan 

 Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses 

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat 

edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat 

Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan 

disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah 

dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD. 

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum 

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala 

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Toraja 

Utara dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang 
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bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target 

kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam 

Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

5. Perumusan Rancangan Akhir 

 Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses 

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan 

akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. 

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk 

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah 

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam 

Perkada tentang RKPD. 

6. Penetapan 

 Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara menyampaikan seluruh rancangan 

akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja 

Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

 

 Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

UKM Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Dinas yang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati 

Toraja Utara Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara. 

 

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan Dokumen 

Perencanaan lainnya sebagaimana gambar 1.1. Dari bagan alur dapat dijelaskan 

Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara 

2021-2026 yang meliputi keselarasan antara perumusan visi, misi, tujuan, 

sasaran dan program.  
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Gambar 1.1 
Bagan Alur Hubungan Perencanaan 

 

1.2 Landasan Hukum 

  Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
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Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pengganti Peraturan 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

 Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan maksud  :  

1. Menjabarkan perencanaan pembangunan Bidang Koperasi UKM, 

Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Toraja Utara selama 1 (satu) 

tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan 

kegiatan tahunan. 

b. Tujuan 

 Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan  : 

1.  Sebagai masukan atau materi penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) 

Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 

2024 untuk urusan Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. 

2.  Sebagai Pedoman dana menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 

(RKA-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten 

Toraja Utara Tahun 2024. 

3.  Sebagai dokumen formal Perangkat Daerah sehingga adanya kepastian 

pijakan, karena merupakan komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara dengan segenap jajarannya dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten 

Toraja Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan 

serta sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara  

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 

Berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat 

Daerah,Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Pendanaan 

BAB V  PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

   Dari 13 Program Perencanaan dan Kegiatan Tahun 2022 yang telah di 

laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dapat di uraikan 

sebagai berikut : 

a. Terdapat 4 program yang realisasi keuangannya sudah diatas 80%, 1 program 

yang realisasi program diantara 60% s/d 79%, dan 8 program yang realisasinya 

dibawah 60%. 

  Uraian diatas dapat disajikan dalam tabel Capaian Program 2022 sebagai 

berikut : 

 

Capaian Program Urusan Koperasi UKM, Perdagangan, Perindustrian 

Terhadap Target Renja Tahun 2022 

       No. Program Indikator Program Sat  Target Renja 
2022  

 Realisasi 
Anggaran 2022  

Capaian 

1 Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase penunjang 
urusan perangkat 
daerah berjalan sesuai 
standar 

%     4.411.400.000      3.874.774.940  87,84% 

2 Program Pelayanan 
Izin Usaha Simpan 
Pinjam 

Persentase pelayanan 
Penerbitan Izin Usaha 
Simpan Pinjam 

%          50.000.000           24.661.800  49,32% 

3 Program 
Pengawasan Dan 
Pemeriksaan 
Koperasi 

Persentase pelayanan 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi 

%          25.000.000           21.411.000  85,64% 

4 Program Penilaian 
Kesehatan 
KSP/USP Koperasi 

Persentase pelayanan 
Penilaian Kesehatan 
KSP/USP Koperasi 

%        150.000.000           22.730.200  15,15% 

5 Program 
Pendidikan Dan 
Latihan 
Perkoperasian 

Persentase Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) Koperasi 

%        150.000.000         403.779.900  269,19% 

6 Program 
Pemberdayaan Dan 
Perlindungan 
Koperasi 

Persentase Kualitas 
Pemberdayaan dan 
Perlindungan 
Kelembagaan Koperasi  

%        150.000.000           43.459.836  28,97% 

7 Program 
Pemberdayaan 
Usaha Menengah, 
Usaha Kecil, Dan 
Usaha Mikro 
(UMKM) 

Persentase 
Pertumbuhan UMKM  

%   10.103.615.537         344.688.125  3,41% 
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8 Program 
Pengembangan 
UMKM 

Persentase UMKM 
yang berkembang dan 
mandiri menuju Usaha 
Kecil 

%        370.000.000           26.370.788  7,13% 

9 Program Perizinan 
Dan Pendaftaran 
Perusahaan 

Persentase Capaian 
Rekomendasi Perizinan 
Perdagangan, 
Pendaftaran 
Perusahaan, dan 
Pengawasan 
Penyimpanan Barang 
Berbahaya 

%        240.000.000           39.113.197  16,30% 

10 Program 
Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Persentase 
peningkatan sarana dan 
prasarana distribusi 
perdagangan 

%     2.000.000.000           32.393.000  1,62% 

11 Program Stabilisasi 
Harga Barang 
Kebutuhan Pokok 
Dan Barang Penting 

Persentase 
Pengendalian dan 
Stabilisasi Harga 
Barang Pokok dan 
Barang Penting 

%        250.000.000         160.350.700  64,14% 

12 Program 
Standardisasi Dan 
Perlindungan 
Konsumen 

Persentase Capaian 
Standardisasi Alat 
UTTP Kabupaten 

%        241.000.000           65.545.100  27,20% 

13 Program 
Perencanaan Dan 
Pembangunan 
Industri 

Persentase Capaian 
Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

%        990.000.000      4.179.714.935  422,19% 

 

 

  Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah pasal 126 ayat (2) bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman 

pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 

lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.  

  Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara Tahun 

2022 terhadap Renstra Perangkat Daerah sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh 

mana pelaksanaan program dan kegiatan.  

  Adapun rincian realisasi pelaksanaan dari masing-masing program/kegiatan 

tersebut sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1. 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    10 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    11 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    12 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    13 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    14 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    15 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    16 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    17 

 



R e n c a n a  K e r j a  ( R E N J A )  2 0 2 4  

 

D i n a s  P e r i n d u s t r i a n ,  P e r d a g a n g a n ,  K o p e r a s i ,  U K M  
K a b u p a t e n  T o r a j a  U t a r a    18 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

  Analisa Kinerja Pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja 

pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja 

berdasarkan indikator kinerja, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

UKM Kabupaten Toraja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan kinerja pelayanan.  

  Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

UKM Kabupaten Toraja Utara diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian 

indicator kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra 

2021-2026. Dengan pencapaian sebagai berikut : 

1. Ada 7 indikator dari 9 indikator yng mencapai target IKU yang diharapkan 

2. Dari 9 Indikator Kinerja Utama dalam Renstra, ada satu indikator yang sangat 

rendah dan tidak memenuhi target pencapaian tahun 2022, dan perlu 

mendapatkan perhatian untuk peningkatan program kegiatan di tahun 

selanjutnya. 

  Dalam mencapai kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 merupakan bagian integritas 

dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimanan diuraikan dalam 

Tabel 2.2 yaitu analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara. 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dalam upaya mewujudkan 

tujuan dan sasaran seperti yang terdapat dalam Renstra Dinas, melakukan evaluasi 

kinerja capaian, dan juga memperhatikan isu-isu strategis yang akan dihadapi, yang 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Pengawasan legalitas dan kuantitas usaha perdagangan 

2. Perwujudan Toraja Utara daerah tertib ukur 

3. Perkembangan kawasan industri Kabupaten untuk IKM 

4. Perluasan Aksesibilitas pemesaran produk UMKM  

5. Penguatan Kelembagaan Koperasi 

6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi 

7. Perwujudan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan 

reformasi birokrasi. 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

  Pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten 

Toraja Utara mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan 

pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan program kegiatan 

diperlukan dana dari APBD tahun anggaran 2024. 

  Mengingat situasi dan perkembangan kondisi keuangan daerah, maka 

kebutuhan akan anggaran disesuaikan dengan keadaan di tahun berkenaan melalui 

analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

UKM Kabupaten Toraja Utara dengan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara dengan 

memperhatikan pelaksanaan new normal akibat pandemi Covid 19. Kegiatan tahun 

2023 termasuk dalam kelompok tugas perbaikan dan pemulihan ekonomi daerah. 

Adapun hasil analisa kebutuhan dan rancangan awal RKPD Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara, diuraikan dalam Tabel 2.3 

sebagai berikut : 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

  Untuk melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan 

Kabupaten Toraja Utara, maka diselenggarakan berbagai forum perencanaan 

diantaranya Musrembang Kecamatan dan Kabupaten Toraja Utara, Forum SKPD.  

  Rancangan RKPD awal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM 

disusun dengan mengakomodir berbagai masukan dari berbagai stakeholder yang 

disampaikan melalui berbagai forum tersebut. 

  Usulan-usulan yang ditampung kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja 

Anggaran tahun 2024. Pengusulan Musrenbang di tahun 2023, melalui rekapitulasi 

pengusulan di aplikasi SIPD, maka kegiatan Musrenbang 2024 diurai dalam Tabel 2.4 

sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabupaten Toraja Utara 

      
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM 

      
   

No Program/ Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/ 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 

USULAN MUSREMBANG KECAMATAN 2024 

1 Pengadaan Mesin Kripik Lembang Limbong (Kec. 
Rantepao) 

  4 unit diusulkan ke 
Provinsi 

2 Pelatihan Pembuatan 
Keripik Salak 

Lembang Limbong (Kec. 
Rantepao) 

  1 kali   

3 Pembangunan Pasar 
Desa 

Lembang Pengkaroan Manuk ( 
Kec. Buntu Pepasan) 

  1 unit   

4 Bantuan Alat 
Perbengkelan 

Lembang Pangkung Batu( Kec. 
Buntu Pepasan) 

  10 unit diusulkan ke 
Provinsi 

5 Pelatihan / Pembinaan 
Usaha Pertenunan 

Kel Balusu (Kec. Balusu)   2 kelompok   

6 Pelatihan UMKM Kec. Kapala Pitu   1 kegiatan   

7 Pelatihan Managemen 
SDM untuk Peningkatan 
Penjualan Kopi 

Lembang Sa'pan Kua Kua (Kec. 
Buntao) 

  1 kegiatan   

8 Bantuan Sertifikasi Halal 
untuk Produk Kopi 

Lembang Sa'pan Kua Kua (Kec. 
Buntao) 

  1 kelompok   

9 Pelatihan 
Kewirausahaan Pemuda 

Lembang Misa' Ba'bana (Kec. 
Buntao) 

  1 kegiatan   

10 Bantuan Alat 
pertukangan (Kayu/Batu) 

Lembang Tallang Sura', 
Tongkonan Basse (Kec. Buntao) 

  10 unit diusulkan ke 
Provinsi 

11 Bantuan Promosi dan 
Pemasaran Hasil 
Kerajinan Bambu 

Lembang Rinding Kila' (Kec. 
Buntao) 

  1 kegiatan   
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No Program/ Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/ 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 
12 Pembangunan Pasar 

Rakyat To' Pondan 
Lembang Sa'pan Kua Kua (Kec. 
Buntao) 

  1 unit   

13 Bantuan Mesin Jahit, 
Obras dan Alat Tenun 

Kel Tongkonan Basse (Kec. 
Buntao) 

  10 unit diusulkan ke 
Provinsi 

14 Rehabilitasi Pasar 
Kecamatan (Pasar Ledo) 

Lembang Misa' Ba'bana (Kec. 
Buntao') 

  1 unit   

15 Bantuan Peralatan 
Kerajinan (ukiran) 

5 lembang (Kec. Sesean 
Suloara) 

  30 unit diusulkan ke 
Provinsi 

16 Bantuan Peralatan 
Pandai Besi 

Lembang Suloara Dusun 
Batutumonga, Ta'pankila (Kec. 
Sesean Suloara) 

  10 unit diusulkan ke 
Provinsi 

17 Pelatihan Menjahit Kel. Pasang (Kec. Denpina)   1 kegiatan   

18 Pelatihan Tata Rias Kel. Pasang (Kec. Denpina)   1 kegiatan   

19 Pelatihan Pemasaran 
Produksi Hasil Kerajinan 

Kel. Pasang (Kec. Denpina), 
Kapolang, Dende 

  1 kegiatan   

20 Pelatihan Pengelolaan 
Usaha UMKM 

Lembang Kapolang (Kec. 
Denpina) 

  1 kegiatan   

21 Pematihan Pemasaran 
dan SDM 

Lembang Kapolang (Kec. 
Denpina) 

  1 kegiatan   

22 Bantuan Mesin Jahit Lembang Piongan (Kec. 
Denpina) 

  10 unit   

23 Pelatihan Anyaman 
Bambu 

Lembang Dende (Kec. Denpina)   1 kegiatan   

24 Pematihan Pemasaran 
dan SDM 

Lembang Dende (Kec. Denpina)   1 kegiatan   

25 Pelatihan Manik-manik Lembang Sangbua (Kec. Kesu)   1 kegiatan   

26 Pelatihan Manik-manik Lembang Tallu Lolo (Kec. Kesu)   1 kegiatan   

27 Pelatihan Pembuatan 
Kue 

Kel. Panta'nakan Lolo (Kec. 
Kesu) 

  1 kegiatan   

28 Pelatihan Bambu Kel. Ba'tan (Kec. Kesu)   1 kegiatan   

29 Pelatihan Pewarnaan 
Tenun 

Lel. Sa'dan Matallo (Kec. 
Sa'dan) 

  1 kegiatan   

30 Pelatihan Pandai Besi Tandung La'bo' (Sanggalangi')       

31 Pelatihan UMKM Buntu La'bo', Kel, Pa' paelean, 
Lembang La'bo', Lembang 
Tallung Penanian 

  1 kegiatan   

32 Bantuan Alat Tenun Kel. Palawa (Sesean), Lembang 
Lombongan 

  10 unit diusulkan ke 
provinsi 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

  Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan 

nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan 

program pembangunan perencanaan nasional yang memuat visi dan misi bangsa.  

  Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi 

keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan 

tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam 

rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang 

tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

pelayanan dasar masyarakat. 

  Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan 

pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 

menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada 

Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut 

identifikasi kebijakan nasional : 

  

 Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara, maka dalam 

menyusun program kegiatannya mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan 

Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 
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  Program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah perlu 

disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab 

semua aspek Pemerintahan termasuk dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, UKM. Berikut peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UKM Kab. Toraja Utara terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang 

hendak dicapai dengan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM 

Kabupaten Toraja Utara. 

Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah 

No. Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Dinas 

1 Meningkatkan konektivitas Meningkatkan akses/sarana dan 
prasana pendukung menuju simpul 
kegiatan logistik dan distribusi dalam 
kota 

2 Mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera 

Meningkatkan produktivitas koperasi, 
sektor industri kreatif, dan sektor 
penunjang pariwisata 

Meningkatkan SDM di sektor 
pengembangan Usaha Mikro Kecil 

3 Memperkuat distribusi 
dan stabilisasi harga 
pangan dalam rangka 
meningkatkan akses 
pangan masyarakat 

Pemantauan perkembangan harga 
dan pasokan serta 
mengkoordinasikan operasi pasar 

4 Pembangunan industri nasional 
untuk mencapai keunggulan 
kompetitif dan berwawasan 
lingkungan melalui penguatan 
struktur industri dan penguasaan 
teknologi, serta didukung oleh SDM 
yang berkualitas (Tahap II) 

Pengembangan Sumber Daya 
Manuasi Perindustrian, 
pengembangan IKM dan Sarana 
Industri Kecil dan Menengah 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

  Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan 

dalam Renja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja Utara. Adapun rumusan 

tujuan di dalam Perencanaan Strategis yang tertuang menjadi tujuan Renja adalah 

“Meningkatkan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui Peningkatan 
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Layanan Bidang Perdagangan, Industri Lokal yang Mandiri, Koperasi yang Maju dan 

Modern serta UMKM yang Memiliki Daya Saing”. 

  Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka dijabarkan menjadi Sasaran strategis 

yang akan diwujudkan secara nyata. Sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah 

adalah : 

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan Sarana 

dan Prasarana, serta Kualitas Layanan Perdagangan 

2. Terwujudnya Modernisasi Koperasi  

3. Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Penciptaan UMKM Naik Kelas  

4. Meningkatnya Peran Industri Lokal 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

4.1 Program dan Kegiatan 

  Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun Program 

dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja 

Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

 a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

 d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam  

 a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah 

Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas 

Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi  

 a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit 

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota 

4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi  

 a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian  

 a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 
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Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 b. Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota 

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi  

 a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 

 a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, 

Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

8. Program Pengembangan Umkm  

 a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 

Menjadi Usaha Kecil 

9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan  

 a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha 

Toko Swalayan 

 b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

 c. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan 

Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota 

10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  

 a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 

 b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di 

Wilayah Kerjanya 

11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting  

 a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 

 b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

 c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

12. Program Pengembangan Ekspor  

 a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang 

bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 
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Kabupaten/Kota 

13. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen  

 a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 

14. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  

 a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri 

15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  

 a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri  

 a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  

 a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 

dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  

 Pada Tahun Anggaran 2024 usulan pendanaan yang diajukan untuk program dan 

kegiatan diatas sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

  Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 

2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan 

Wakil Bupati Toraja Utara terpilih periode 2021 -2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat 

Toraja Utara Yang Mandiri, Berbudaya, Dan Berdaya Saing”, yang dioperasionalkan melalui 

rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 

2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara ringkas dapat diuraikan pentingnya 

Renja sebagai berikut :  

1. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, 

karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah 

(RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.  

2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran 

yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam 

pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi berupa SIPD dan SIMDA 

yang terintegrasi secara online.  

3. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Toraja 

Utara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang 

bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 dan 2023. 

  Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM 

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan dalam 

rangka pencapaian sasaran SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis 

serta berkelanjutan.  

 

   Rantepao,     Juni 2023 
    Kepala Dinas Perindustrian, 
    Perdagangan, Koperasi, UKM, 
 
 
 
 
 AMOS HARMA PATTOLA, SP, MM 
  NIP. 19661223 199803 1 003  


